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{ BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAI,
NOMOR : 7l TAHUN : 2007 SERI : E NO. : 37

PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 71 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEI{ KENDAL NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN,

PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBBRHENTIAN

KEPALA DESA SERTA PENGANGKATAN PENJABAT

KEPALA DESA DI KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL

i

: a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan

Daerah Kabupaten Kendal Nomor l3 Tahun

Menimbang
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Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389) ;

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438 ) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undan-e-Undahg Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republ ik

lndonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4548 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950

tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-

Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di

Propinsi JawaTimur/Tengah/ Barat dan Daetah

Istimewa Yogyakarta :

Peraturan Pemerintah Nomor l6 Tahun 1976

2006 tentang Tata Cara Pemilihan' Pencalonan'

Pengangkatan, Pelantikan Dan Petnberhentian

f"potu Desa serta Pengan-ekatan Penjabat Kepala

Desa di Kabupaten Kendal' tttttuk pelaksanaan

Peraturan Daerah tersebttt perlu diatur mengenai

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kabupaten Kendal Nomor l3 Tahun 2006

tentang Tata Cara Penrilihan' Pencalonan'

Pen-ean gkatan. Pel ant ikan dan Pemberhenti an

Kepala Desa serta Pengangkatan Penjabat Kepala

Desa di Kabupaten Kendal' dengan Peraturan

BuPati:

r bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut

huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan

BuPati Kendal'

I . Undang-Undang Nomor l3 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana

telahditrbahdenganUndan'e-IJndangNomor

9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat ll Batang dengan mengubah Undang-

undang Nomor l3 T:rhun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi JawaTengah ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

' 52, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2757)"

2.

3.

I\,lengingat

4.

5.
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tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat

II Semarang (Lembaran Negara Republik

rl Inclonesia Tahun 1976 Nomor 25- Tambahan

Lembareln Ne-eara Republik Indonesia Nomor

3079);

6. Peraturan Pemerintah Nonror 72 Tahun 2005

tentang Desa (Lembaran Ne-sara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4581);

l. Peraturarn Presiden Republik Indonesia

Nomor I Tahun 2007 tentang Pengesahan'

Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan

Perundang-undangan:

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l6

Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk

Hukum Daerah;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l7

Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita

Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor l3l '33-

277 Tahun 7007 tentang Pemberhentian

, Se mentara Bupati Kendal Provinsi J awa Ten-eah :

I l. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor

Menetapkan
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l3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,

Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan

Pemberhentian Kepala Desa serta Pengangkatan

Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Kendal

(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun

2006 Nomor l3 Seri E No.8).

MEMUTUSKAN , .
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL NOMOR i3
TAHUN 20O6 TENTANG TATA CARA
PEMILIHAN, PENCALONAN, PENG-

ANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEM.
BERHENTIAN KEPALA DESA SERTA
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud

dengan :

l. Daerah adalah Kabupaten Kendal;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupatidan Perangkat
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Daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah;
rl

Kepala Daerah yan,e selanjutnya disebut Bupati

adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal :

Desa adalah Kesatuan masyarakat hr"rkum yan-e

me m i I iki batas-batas w i I ay ah y an 
-e 

berwen an_e

untuk mdngatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati

dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia dan berada di Daerah:

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan

urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan

Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur

d an m e n.e u ru s ke pe n t i n 
-g 

an m asy arak at se te m p at

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat

yang diakui dan dihormati dalam sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia di Daerah;

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan

Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan desa:

Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades

adalah Kepala Desa di Daerah;

-7 -

8. Badan permusyawaratan 
Desa yang selanjutnya

disingkat BpD adalah lembaga yang merupakan
perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemeri n tah an desa se baga i u n su r penye I en_egara
pemerintahan desa;

9. Dusun adalah wilayah ba,eian dari Desa yang
merupakan lingkungan kerja pelaksanaan
pemerintahan desa yan-e berada di Daerah;

10. Panitia pelaksana pencalonan dan pemilihan
Kepala Desa yang selanjurnya disingkat p4KD
adalah p4KD yang ada di Daerah;

I l. Panitia pengawa.s dan pengendali pelaksanaan

Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya
disingkat p5KD adalah p-5KD yan-e ada di
Daerah'

12. Pelamar adalah peminat yang men_sajukan
lamaran untuk mendudLrkijabatan Kepala Desa;

l3 Penjarin-ean adalah suatu kegiatan penelitian
kelen gkapan admi n istrasi pelamar jabatan kepala
desa yang dilakukan oleh p4KD sebagai dasar
penetapan bakal calon kepala desa;

14. Penyaringan adalah suatu kegiatan penelitian
kelengkapan administrasi bakal calon kepala
desa yang dilakukan oleh p4KD dan p5KD

5.

6.

7.
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sebagai dasar penetapan calon kepala desa;

Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya

disebut berlon adalah pelamar kepala desa yan-e

telah lurlus dalam Broses penjaringan yang

dilakukan oleh P4KD dan ditetapkan dengan

Keputusan P4KD:

Calon kepala desa yang selanjutnya disingkat

calon kades adalah bakal calon kepala desa yang

telah memenuhi persyaratan dalam proses

penyaringan yang dilakukan oleh P4KD dan

P5KD ditetapkan dengan Keputusan P4KD;

Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut

Pilkades adalah bagian dari proses pen-eisian

jabatan kepala desa yan-e berupa kegiatan

pemun-qutan dan penghitu ngan suara;

Rukun Tetan-ega yan-e selanjutnya disingkat RT

adalah lemba-ea kemasyarakatan yan,g

berkedudukan di wilayah Kelurahan/Desa,

merupakan mitra Pemerintah Desa dalam

memberdayakan masyarakat setempat, diakui

dan dibina oleh Pemerintah Daerah/Pemerintah

Desa, mempunyai tujuan untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat, yang

terdiri dari beberapa warga/ kepala keluarga

yan-q mengikatkan diri dan tunduk kepada
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ketentuan yang diatur di dalam RT tersebut yang

ditetapkan/disahkan oleh pejabat yang
berwenang;

Rukun Warga yang selanjutnya.disingkat RW
adalah lembaga kemasyarakatan yang
berkedudukan di Desa/Kelurahan, merupakan
mitra Pemerintah DesalKelurahan dalam
memberdayakan masyarakat setempat, diakui
dan dibina oleh Pemerintah Daerah/pemerintah

Desa, mempunyai tujuan untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat, yang
terdiri dari beberapa warga RT yang mengikatkan

diri dan tunduk kepada ketentuan yang diatur
di dalam RW tersebur yang ditetapkan/disahkan

oleh Pejabat yang berwenang;

Kepala keluarga adalah :

a. Orang yang bertempat tingggal dengan orang

lain baik mempunyai hubungan darah
maupun tidak, yang bertanggun-e jawab
dalam keluarga itu;

b. Orang bertempat tinggal seorang diri:

c. Kepala kesatrian, asrama, rumah piatu dan

lain-lain di mana beberapa orang bertempat

tinggal bersama-sama.

t9.

16.

17.

20.

t8.
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21. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya

disingkat KTP adalah bukti diri sebagai
slegitimasi penduduk yang diterbitkan oleh

Pemerintah Daerah yang berlaku di selurtrh

wilayah Negara 'Kesatuan Republik

Indonesia;

)1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang

sel anjutnya disi ngkat APBDesa adal ah Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa -desa

di Daerah;

Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya

disingkat DPS adalah Daftar Pemilih yang telah

memenuhi syarat berdasarkan pendaftaran

pemilih, yang disusun berdasarkan urutan abjad

oleh P4KD dan ditandatangani oleh Ketua dan

Sekretaris P4KD serta disahkan oleh Kades dan

BPD;

Daftar Pemilih Tetap yan-e selanjutnya disingkat

DPT adalah Daftar Pemilih Sementara yang

telah diumumkan sesuai dengan ketentuan, dan

telah ada pembetulan dan/atau penyesuaian

berdasarkan masukan dari warga, yang

ditandatanganioleh Ketua dan Sekretaris P4KD

.serta disahkan oleh Kepala Desa dan Camat:

- lt -

memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, dan telah terdaftar dalam Daftar
Pemilih Tetap atau pemilih Tambahan pada Desa_
desa di Daerah;

26. Penelitiadalah seluruh anggota p4KD, seluruh
ketua RW dan RT yang melakukan penelitian
terhadap calon pemilih yang akan dimasukkan
dalam DpS.

BAB II

MEKANISMB PEMBENTUKAN
PANITIA PEMILIHAN

Pasal 2

( I) Pembenrukan p4KD dilaksanakan dalam rapat
BPD yang dihadiri oleh BpD, unsur pemerintah
Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan dan unsur
Tokoh Masyarakat.

(2) Keanggoraan p4KD terdiri dari 30 Vc dariunsur
Perangkat Desa, selebihnya dari unsur pengurus
lembaga kemasyarakatan dan dari unsur tokoh
masyarakat.

(3) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (Z) adalahRT, RW Karang
Taruna, PKK, dan Lembaga pemberdayaan

Masyarakat;

24.

25. Calon Pemilih adalah Calon Pemilih yang telah
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(4) Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ai/at (2) adalah Tokoh Agama, Tokoh Wanita'

[an Tokoh Pemuda.

(5) Ketua dan Sekretaris P4KD dipilih oleh dan

clari anggota P4KD. sedangkan Kades menjadi

penanggung jawab karena jabatannya'

(6) Pen-sangkatan P4KD ditetapkan dengan

KePutusan BPD.

(7) Apabila dipandang perlu, Kades dapat

mengangkat pembantu P4KD yang betasal dari

unsllr perangkat desa, yang ditetapkan dengan

Keputusan Kades.

(8) Tugas pembantu P4KD terbatas hanya membantu

pelaksanaan adrninistrasi dan tidak ikttt

nrenentukan dalam pembuatan kebijakan P4KD'

(9) Anggota P4KD yang berhenti karena

nrengundurkan diri, rneninggal dunia atau sebab

lain digantikan oleh anggota P4KD baru yang

berasal dari unsur yang sama dengan ang-qota

P4KD Yang digantikan'

(10)Penggantian anggota P4KD sebagaimana

dimaksud pada ayat 9 dilaksanakan dalam suatu

rapat BPD.

r3

(l)

Pasal 3

Anggota P4KD yang masuk kategori ada

hubungan keluar_ea dengan balon dan calon Kades

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4)

Peraturan Daerah Kabr-rpaten Kendal Nomor

l3 Tahun 2006, diatur sebagai berikr"rt :

l. Derajat ke atas satn tingkat dengan

balon/calon Kades dan istri/suami Kades,

yaitu ;

a. Orang tua kandung dari balon/ calon

Kades;

b. Orang tua kandung istri/suarli balon/

calon Kades:

c. Ayah tiri dari bakal calon Kades atau

ayah tiri dari istri/suami balon/calon

Kades yang masih dala:n ikatan

perkawinan dengan ibunya;

d. Ibu tiri dari balon/calon kades atau ibu

tiri dari istri/:suami balon/calon Kades,

yang masih dalam ikatan perkawinan

dengan ayahnya.

2. Derajat ke samping satr-r tingkat, yaitr,r :

a. Kakak/atJik kanrlung bilon/calon Kades;
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b. Kakak atau adik kandung istriisuami

balon/calon Kades;

c. Kakak/adik tiri dari Balon/ Calon Kades

Yang diasuh bersama oleh orang tua

Balon/ Calon Kades'

3. Derajat ke bawah satu tingkat' yaitu :

a. Anak kandung balon/calon kades;

b. Anak tiri dari balon/calon kades atau

anak istri/suami balon/calon kades;

c. Anak angkat yang sah menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku' dari

balonlcalon Kades atau anak angkat

suami/istri Balon/Calon Kades yang

masih dalam ikatan Perkawinan;

d. Menantu balon/caion Kades'

(2) Dalam hal ada hubungan kekeluargaan antara

balon atau calcn Kades dengan salah seorang

anggota P4KD sebagaimana dimaksud pada ayat

( I ), keanggotaan P4KD secara otomatis gugur

. 

terhitung sejak pendaftaran lamaran ditutup'

(l)
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BAB III

SUSUNAN DAN TUGAS P4KD

Pasal 4

Anggota P4KD jurnlahn-va harus ganjil.

sekurang-kurangnya l3 (tiga belas) dan

sebanyak-banyaknya I 9 (sembilan belas) orang.

Jumlah anggota P4KD sebagaimana dimaksud

ayat ( l), diatur sebagai berikut :

a. Jumlah pemilih sampaidengan I.500 (seribu

lima ratus) orang adalah paling banyak l3

(tiga belas) orang.

b. Jumlah pemilih 1.501 (seribu lima ratus

satu ) oran-e sampai dengan 2500 (dua ribu

lima ratus) orang adalah paling banyak I5

(lima belas) orang.

c. Jumlah pemilih 2.501 (dua ribu lima ratus

satu) orang sampai dengan 3.500 (tiga ribu

lima ratus ) orang adalah palin-e banyak

l7 (tujuh belas) orang.

d. Jumlah pemilih 3.501 (tiga ribu lima ratus

satu) orang atau lebih adalah paling banyak

l9 (sembilan belas) orang.

(2\
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Pasal 5

Unftik memperl ancar pe I aksanaan tu gas-tr-r gas P4KD'

Ketua P4KD dapat membentuk seksi-seksi'

Pasdt 6

Selain tLl-sas sebagaimana dimak'sud dalam Pasal 3

ayat (2) Peraturan Daerah Kabupiiten Kendal Nomor

l3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan'

Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan

Pemberhentian Kepala Desa serta Pengangkatan

Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Kendal' P4KD

mempunYai tugas sebagai berikut:

a. P4KD mengumumkan kekosongan jabatan Kades

dan jadwal pendaftaran pelamar Kades:

b. P4KD mengumumkan jadwalwaktu dan tempat

pel aksanaan Penjaringan :

c. Melaksanakan penjaringan yang berupa

penelitian berkas lamaran' yang diterima P4KD'

yang meliPuti Penelitian tentang:

l. PersYaratan administrasi ;

' 2. Keabsahan dan/atatt keaslian ijazah/surat

keterangan ijazah dan syarat administrasi

Yang lain.

(l)

(2)
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d. Mengirimkan berkas lamaran yang telah

direliri oleh P4KD ke Kabupaten (P5KD)

lewat Camat;

e. Membacakan tata tertib penyampaian visi

dan misi di depan para balon dan tata tertib

pemun gutan serta penghitun,ean suara.

Pasal 7

Penyusunan dan penetapan tata tertib jalannya

pemungutan dan penghitungan suara, yan_q

berlaku bagi calon. pemilih dan saksi dibuat

oleh P4KD.

Tata tertib dimaksud pada ayat ( l) sekurang-

kuran_enya memuat :

a. Waktu pemungutan dan penghitungan suara

b. Tata cara penggunaan hak pilih.

c. Tata cara penyampaian sang-eahan/ protes

pel aksanaan pemun gutan dan pengh itun gan

suara.

d. Tata cara pemungutan dan penghitungan

suara.

e. Tatacarapenandatanganan berita acara hasil

pemungutan dan penghitungan suara.
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Bentuk berita acara hasil pemungutan dan

penghitungan suara sebagaimana tercantlrm
It

dalam lampiran I dan lampiran II peraturan

bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN

DAN HAK PEMILTH

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 8

Sebelum diadakan pendaftaran pemilih, Kades

dan Sekretaris Desa memberikan data-data

penduduk berdasarkan data penduduk yang

terdaftar dalam buku induk penduduk selambat-

lambatnya 2 ( dua ) hari sebelum pendaftaran

calon pemilih.

Atas dasar data tersebut, atau KTP yan_e dimiliki

oleh calon pemilih, anggota P4KD mengadakan

pendaftaran calon pemilih yang memenuhi syarat.

lan,esun-e dari ruhah ke rumah yang didampingi

Ketua dan /atau Sekretaris RT / Pengurus RT

lainnya.

- t9-

(3) Bagi warga desa yang berada di luar Daerah,
di luar propinsi atau di luar negeri dan pasti
tidak dapar menggunakan hak pilihnya, tidak
dimasukkan dalam daftar calon pemilih setelah
ada keterangan secara tertu!is dari suami/istri/
bapak/i bu/an ak atau ke I uar ga yang bersangkutan.

(4) Hasil pendafraran calgn pemilih diteliti kembali
oleh P4KD, Kerua RTdan RW. sebelum disusun
menjadi konsep DpS.

(5) Hasil penelitian seba_eaimana dimaksud pada
ayat (4) harus dituangkan dalam Berita Acara
yang ditandarapgani oleh p4KD, Kerua RT dan
RW.

(6) Berita Acara hasil penelitian seba-eaimana
dimaksud pada ayat (5) dijadikan dasar bagi
P4KD dalam menyusun DpS yan-e dibuat per
Dusun, sefta berda.sarkan urutxn abjad dan cliteliti
oleh peneliti yang terdiri dari seluruh ang_sota

P4KD, Kerua RT dan RW yang hasilnya
dituangkan dalam Berita Acara konsep DpS.

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan pemilih sebagai hasil
penelitian, konsep DpS agar diubah dan
disempurnakan dengan dilampiri Berita Acara hasil

(l)

(2)
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penelitian DPS, sebelum ditandatangani oleh Ketua

dan Sekretaris P4KD'
rt

Pasal 10

Dalani hal konsep DPS teisebut disetujui oleh peneliti

serta tidak ada sanggahan khususnya dari Ketua

RI dan RW, konsep DPS tersebut setelah

ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris P4KD serta

disahkan oleh Kades dan BPD' resmi dan sah menjadi

DPS.

Pasal 11

( I ) Dalam halDPS sudah diumumkan baik di Balai

Desa maupun di tiap-tiap Dusun' RW maupun

RT, ternyata setelah berakhir masa pengumuman

tersebut tidak ada usul/ saran' masukan dan

tanggapan dari masyarakat' P4KD menyusun

DPT berdasarkan DPS' dan dalam hal ada usul/

saran' masukan atau tanggapan dari masyarakat

untukmenambahdan/ataumengurangipemilih

atau menyempurnakan data-data pemilih' dan

setelah diteliti oleh peneliti' ternyata saran/usul'

masukan atau tanggapan tersebut benar' nraka

DPT disusun dengan mendasarkan pada DPS

. Yang disemPurnakan'

(2) DPT yang telah diteliti oleh peneliti' dituangkan

(l)

(2)

(3)

(4)

-21 -

dalam Berita Acara Penelitian DPT serta

ditandatangani Ketua dan Sekretaris P4KD,

selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa

untuk dimintakan pen-sesahan kepada camat.

Pasal 12

Dalam hal ada warga yang mengajukan usul

penambahan, atau pengurangan dan /atau

penyempurnaan data-data pemilih setelah DPT

disahkan, P4KD wajib menolak.

Usul penambahan atau pengurangan sebagairnana

dimaksud pada ayat ( l) , dapat diterima dalam

hal berdasarkan Berita Acara Penelitian, usr-rl

penambahan ataLl pengurangan telah terdaftar,

tetapi karena kekhilafan P4KD, belum

disempurnakan dan belum masuk dalam DPT.

Atas penyempurnaan tersebut. harus dimasukkan

dalarn DPT tambahan yang ditandatangani oleh

Ketua dan Sekretaris P4KD serta Kades.

Dalam hal pemilih rnemberikan keterangan palsu,

baik lisan maupun tertulis dan menggunakan

hak pilihnya di 2 ( dua ) Desa, apapun alasannya

dan mengakibatkan adanya tuntutanlprotes dari

calon, segala akibat yang timbul menjadi

tanggung jawab sepenuhnya pemilih yang

bersangkutan.



.t.,

(5) Pemilih yang menyebarkan hal-hal yang

tidak benar dan/atau melaksanakan tindakan-
rl
tindakan yang mengakibatkan terganggunya

keamanan dan ketentraman desa, baik sejak

pendaftaran pemi I ih manpun setelah selesai nya

penghitungan suara. maka yang bersangkutan

ditindak sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Hak Pemilih

Pasal l3

(l) Pemilih berhak untuk mengajukan usul/saran

kepada P4KD secara langsun-9 mauplrn melalui

saksi apabila dalam pelaksanaan pemungutan

sllara terjadi hal-hal yan-s tidak sesuai dengarr

ketentuan, paling lambat sebelum pelaksanaan

penghitungan suara.

(2) Pemilih berhak untuk nrengajukan usul/saran

kepada P4KD secara langsung maupun melalui

saksi apabila dalam pelaksanaan penghitungan

suara terjadi hal-hal yan-e tidak sesuai dengan

ketentuan, paling lambat sebelum hasil

'penghitungan suara diurnumkan.
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I]AB V

PERSYARAI-AN CALON

Ilagian Kesatu

Pasal l4

Persyar;ltan Calon Kade.s sebagainrana dirnaksucl
clulanr Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten
Kenclal Nonror l3 Tahun 2006 tentalrg Tirta Cara
Pcrnilihan. Pencalonan, pengangkatan.

Pcltnrikan clan Pentberhentian Kepala Desa sertil
Pcn_uanekatan Pen.jabat Kepala Desa cli

Kabr,rparen Kencltl. cliatur sebagai berikLrt :

a. Syarat Berraclwa kepacla Tuhan yang Maha
Esa dibuktikan dengan surat pentyatililn
tertulis di atas kertas berntaterai ctrkup:

b. Syarat usia calon Kades paling renchh 25
(dLra pulLrh lima)tahun terhitung pac.lr saut

pen Lr tupan pe nclafiaran pelanrar, di bu kt i kan
den_ean l'oto copy akte kelahiran atau surat
kelirhiran yung dilegalisir oleh pejabur yln-e
bc rwenan_u:

c. Sl,arat set iu dan taat kepada purrcasill.

Undang-Unclan,r Dasar 1945, clan Negara
Ke.satuan Republik Inclonesiit sL-l.tir



f.

d.

e.

o

h.
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Pemerintah dibuktikan dengan surat

pernvataan tertulis di atas kertas bernlaterai

cukup:

Syarat pendidikan chlon Kades dibuktikan

dengan foto copy Surat Tanda Tanrat Belaiar/

Ijasah yan-e dilegalisir oleh Pejabat yane

berwenang;

Syarat bersedia dicalonkan rnenjadi Kades

dibuktikan dengan Surat Pernyataan di atas

kertas bermaterai cukup;

Syarat penduduk desa setenrpat dibr"rktikan

denean KTP:

Syarat tidak pernah dihukurn karcna

rnelakukan tindak pidana kejahatan dengan

hukullan sekuran-g-kurangnya 5 talrun,

dibuktikan dengan surat keteran-ean dari

Pengadilan Ne-seri:

Syarat tidak dicabut hak pilihnya
berdasarkan keputusan pen-eadilan yan-e

nrempunyai kekuatan hukunr tetap.

dibuktikan clen.gan surat keter-ansan dari

Pengadilln Negeri:

Syarat sehat iasntan i clan rohan i. cli bukti kan

clengiut surat keteriulqiur sehat tlari rltlkter

_25_

pemerintah;

j. Syarar ridak bersratus sebagai penjabat kades
dibuktikan dengan .surat keterangan camat:

k. Syarat berkelakuan baik dibuktikan dengan
keterangan dari kades yang dibuat
berdasarkan keterangan dari Ketua RT dan
RW setempat;

l. Syarat jujur dan adil dibuktikan dengan
pernyataan tertulis diatas kertas bermeterai
cukup.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (l ). ba_ei pelamar kades harus melampirkan
photo berwarna ukuran 4 X 6 sebanyak 2 ldua)
lembar.

pasal 15

Dalam hal pelamar tidak dapat menunjukkan
ijazah/ STTB yang asli karena hilang, seba_eai

pengganti dapar dibuktikan dengan :

a. Surat Keterangan kehilangan dari
Kepolisian ; dan

b. Surat Keterangan di atas kertas bermaterai
dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dan
disahkan oleh Kepala Dinas pendidikan dan

(l)



(2)
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Kebudayaan Kabupaten/ Kota dimana

,, Sekolah tersebut berada di wilayahnya, atau

bagi lulusan Perguruan Tinggi harus ada

surat keteran.ean dari Perguruan Tinggi yang

bersan gkutan atau Kdordi nator Per-guruan

Tinggi Swasta setempat, yang menyatakan

bahwa yan-{ bersan-gkutan benar-benar telah

lulus pendidikan di sekolah yang

dipimpinnya atau perguruan tinggi yang

bersangkutan dan dilengkapi dengan tanggal

dan nomor ijazah.

Dalanr hal ijazah pelanrar rusak, harus dilengkapi

den_ean sumt keteran-ean diatas kertas bermaterai

dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dan

disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten/ Kota, dimana sekolah

tersebut berada di wilayahnya, atau bagi lulusan

perguruan tin-egi harus ada surat keteran-ean

dari Perguruan Tinggi yang bersan_qkutan atau

Koordi n ator Perguru an Tin ggi S wasta setempat,

yang menyatakan bahwa yang bersangkutan

benar-benar telah lulus pendidikan di sekolah

yang dipimpinnya atau perguruan tin_egi yan_s

bersan,ekutan dan dilengkapi dengan tanggal

dap nomor ijazah, dengan melampirkan loto

copy ijazah yang rusak.
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Pasal 16

Yang berwenang memberikan izin ba_ei pegawai

Negeri Sipil yang melamar sebagai balon diatur
seba-eai berikut :

a. Menteri/Pimpinan Lembaga pemerintah Non
Departemen/Sekretaris Jenderal Lembaga
Tertinggi/Tinggi Negara bagi pegawai Ne_eeri

Sipil Pusat;

b. Gubernur bagi Pe-eawai Negeri Sipil pemerintah

Propinsi:

c. Bupati bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;

d. Kepala Kanror Wilayah Departemen/Lembaga

Non Departemen bagi pegawai Ne-eeri Sipil
Instansi vertikal.

Pasal 17

Selain persyaratan se bagaimana diatur dalam pasal

t huruf iPeraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor
l3 Tahun 2006, Manran Kepala Desa yang dapar

mendaftarkan diri sebagai Balon adalah Mantan
Kepala Desa yang belum pernah mendapat hukuman

di.siplin berat berupa pemberhentian den_ean hormat
bukan atas permintaan sendiri dan pernberhentian

tidak dengan hormat.
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Bagian Kedua

Pilnpinan/An ggota BPD yang Melamar

setragai Balon Kades

Pasal 18

Pimpinan / anggota BPD yang telah melamar

sebagai Balon Kades secara otomatis non aktif

dari keanggotaan BPD, terhitung sejak lamaran

diterima oleh P4KD.

Hak pimpinan/ an-sgota BPD sebagaimana

dimaksud ayat ( I ) sebagai pemilih tidak gugur-

Pasal 19

Dalam hal yan-e melamar Balon adalah Ketua

BPD, Wakil Ketua BPD melaksanakan tugas

sehari-hari Ketua BPD, sedangkan dalam hal

Pimpinan BPD secara keseluruhan melamar

Balon, tugas sehari-hari Pimpinan BPD

dilaksanakan oleh anggota BPD yang ditunjuk

berdasarkan hasil musyawarah anggota BPD.

Pimpinan/ anggota BPD yang terpilih sebagai

Kades harus diberhentikan terhitung sejak

di.l ant ik nya y an g bersan gkutan sebagai Kades'

29

(l)

(2)

(l)

a.

b.

Pasal 20

Pimpinan/anggota BPD kembali sebagai Pimpinan/

anggota BPD apabila :

Yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai

Balon/Calon Kades sebelum pelaksanaan

pemungutan suara; atau
j

Yang bersangkutan tidak terpilih dalam Pilkades.

Bagian Ketiga

Perangkat Desa Yang Terpilih Sebagai Kades

(l)

Pasal 21

Peran-ekat Desa yang terpilih sebagai Kades

diberhentikan dari jabatan perangkat desa

terhitung sejak dilantik menjadi Kades.

Perangkat Desa yan-u tidak terpilih sebagai Kades,

kembali melaksanakan tugas seba-qai perangkat

desa, paling lambat 7 (tuiuh) hari kerja terhitung

sej ak tan ggal pel aksan aan pem Ll n-qutan sLr ara.

BAB VI

PENJARINGAN BALON

Pasal22

( I ) Setiap warsa desa yang memenuhi syarat dapat

(2)

(2)



(2)
(3)

(4)

(5)

(6)(l)
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mengajukan permohonan sebagai pelamar balon

lqades.

Permohonan sebagaifilana dimaksud ayat ( l)

Pasal ini harus diajukarrsecara tertttlis kepada

Ketua P4KD dengan dilarnpiri persyaratan

sebagairnana diatur dalam Pasal l4 Peraturan

ini.

Pasal 23

Pelaksanaan penjaringan oleh P4KD harus

dituangkan dalam BeritaAcara hasil penjaringan.

Atas dasar Berita Acara hasil penjaringan

tersebut, P4KD menetapkan pelamar yang

memenuhi syarat sebagai Balon dalam keputusan

P4KD, yang salinannya disampaikan kepada

Kades, BPD, dan Camat.

Pasal24

Masing-masing Balon harus menyampaikan visi

dan misi di hadapan anggota BPD dan P4KD

dalam suatu rapat resmi yan-9 dilaksanakan paling

lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan

suara bertempat di Balai Desa.

Apabila pelaksanaan visi dan misi tidak dapat

dilaksanakan di Balai Desa karena tidak

- 3l -

memenuhi syarat, makadapat diadakan di tempat

lain yang ditentukan oleh P4KD.

Urutan penyampaian visi dan misi ditentukan

oleh P4KD melalui undian.

Masing-masing calon harus menyampaikan visi
yang isinya berupa gagasan/kein-einan/ cita cita
yang ingin dicapai minimal dalam 3 ( tiga )

bidang yaitu pembangllnan, pemerintahan dan

kemasyarakatan yang bertujuan untuk
memajukan dan menyejahterakan warga desa

selama yang bersangkutan menjabat Kades

apabila yang bersangkutan terpilih menjadi

Kades, serta menyampaikan misi yang isinya
langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang

akan dilakukan untuk mervujudkan visinya.

Dalam menyampaikan visi dan misi Balon

sebagaimana dimaksr-rd pada ayat ( l) tidak boleh

rnenjatuhkan dan menjelekkan balon lain.

Dalam setiap penyampaian visi dan misi oleh

masing-masing Balon, an,q-qota BPD dapat

mengajukan pertanyaan yan-q berkaitan dengan

visi dan misi yang disampaikan oleh Balon,

dan para Balon harus menjawab pada saat itu
juga-

(l)

(2)

(2\
(7) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat
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(6), tidak boleh mengandung unsur SARA.

(8) ftPD tidak memberikan penilaian rerhadap

pelaksanaan penyampaian visi dan misi yang

dilakukan oleh balon kades.

(9) BPD membuat berita acara pelaksanaan

penyampaian visi dan misi balon kades den_ean

dilampiri berkas visi dan misi balon kades.

BAB VII

PENETAPAN CALON KADES

Pasal 25

P4KD melaporkan nama Balon kepada P5KD paling

lama 3 (tiga)hari terhitung sejak tan_egal penerapan

balon.

Pasal 26

(l) P5KD menyampaikan berita acara hasil
penelitian berkas balon kepada p4KD

paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal

penrungutan suara.

(2) Bagi balon yang dinyatakan belum lengkap

persyaratannya berdasarkan hasil penelitian

berkas sebagaimana dimaksud ayat (l), haru.s

melengkapi kekurangan persyararan tersebur
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dan disampaikan kepada p4KD paling lambar
I (satu) jam sebelum pelaksanaan pengumuman
calon.

(3) P4KD menetapkan calon kades paling lama
l(satu) hari sebelum tanggal pemungutan suara.

BAB VIII
j

TATA CARA KAMPANYE CALON KADES

Pasal2T

Dalam hal rumah Calon Kades masih dalam radius
kurang dari 100 (serarus) meter dari TpS dan kebetulan
pa_qar hal aman nya berh i mpi tanlmenj adi satu den gan
TPS. Calon yang bersangkutan boleh memasang
tanda _eanrbar di pagar halaman yang berhintpitan/
menjadi saru dengan TpS, tetapi tanda _eambar ridak
boleh dipasan_e menghadap TpS.

Pasal 28

( l) Tanda -eambar yang sudah terlanjLrr dipasang
di tempat-tempat yang dilarang seba_eaimana

diatLrr dalam Pasal I 6 ayat (2) huruf d peraturan

Daerah Kabupaten Kendal Nomor l3 Tahun
2006 Tentang Tata Cara pemilihan. pencalonan,

Pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian

Kepala Desa serta pengangkatan penjabat Kepala
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Desa di Kabupaten Kendal' para calon Kades

harus menunjuk wakil atau saksi untuk bersama-

lu*u dengan anggota P4KD mengadakan

pembersihan tanda gambar sebelum dimulai

pelaksanaan pemtlngutah suara dan harus selesai

selambat lan-rbatnya pukul 01'45 (tujuh lebih

empat puluh linra menit) waktu Indonesia barat

lwIB).

(2) Dalam hal setelah pukul 08'00 ( delapan )WIB

masih ada tanda gambar Calon Kades yang

menempel di TPS sampai dangan radius 100

(seratus) meter. lnenjadi tanggung jawab seluruh

Anggota P4KD' seluruh Calon Kades dan seluruh

Saksi untLlk membersihkan tanda gambar'

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu

Pengumuman Calon Kades

Pasal 29

l) Pengumuman Calon Kades dilaksanakan paling

,lambat 
pukul l0-00 (sepuluh) WIB I (satu) hari

sebelum Pemungutan sLlara'

t
\,

I
t
t

(2)

(l)

(2)
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Setelah selesainya pengumuman sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), P4KD harus melaporkan

nama-nama Calon Kades kepada Bupati lewat

Camat.

Pasal 30

Pada saat pengumuman sebagaimana dimaksr-rd

dalam Pasal 29 ayat ( l), setiap calon kades

harus sudah menyampaikan data saksi, masing-

masing I (satu) orang dan saksi cadangan masin-9-

masing I (satu) orang kePada P4KD.

Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( l),

adalah warga desa setempat yang mempunl'ai

hak pilih.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 31

Penggunaan hak pilih tidak boleh diwakilkan

kepada siapapun dengan alasan apapun.

Pemilih yang hadil tetapi tidak mamplr

memberikan suaranya secara pribadi kare na sakit,

buta, lumpuh atau sebab lain dapat menlinta

bantuan 2 (dua )orang saksidan seoran-q panitia

untuk mendampingi dan/atau membantu

(l)

(2)



(3)
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memberikan suaranYa.

Dalam hal ada Pemilih Yang sengaja

menggunakan hak pilih orang lain' dan tidak

diketahui sebelurnnya oleh P4KD, tetapi

diketahui setelah menggunakan hak pilihnya'

suara dinyatakan sah, sedangkan oran-e yang

menggunakan hak pilih orang lain dikenakan

sanksi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Pasai 32

Pemungutan suara dilaksanakan di Balai Desa

di Desa yang bersangkutan.

Tempat pemungutan suara dapat menyimpang

dari ketentuan sebagaimana diniaksud

pada ayat (l) , apabila balai desa tidak

dimungkinkan untuk digunakan sebagai TPS

karena tidak memenuhi syarat, khususnya

mengenai luas ruangan dan/atau dari segi

keamanan maupun ketertiban.

Penentuan tempat pemungutan suara selain di

Balai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) ditetapkan berdasarkan l,rusyawarah P4KD

flan calon.

P4KD mengumumkan hari. tanggal dan tempat
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pemun glltan sllara secara tertul i s ditempel kan

di balai desa dan tempat-tempat strategis serta

dibantu oleh Kamituwo. Ketua RT dan RW

untuk mengumLrmkan kepada warganya, yang

mempunyai hak pilih.

Pasal 33

Dalarn halpada saat dilaksanakan pemilihan, pemrlih

yang sudah terdaftar dalam DPT belum menerima

undangan untuk melaksanakan pemungutan suara,

pemilih yang bersan_skutan berhak menggunakan

hak pilihnya dengan mendatangi tempat pemungutan

suara untuk meminta dan mendapatkan surat undangan

dari P4KD den-ean menunjukkan KTP.

Pasal 34

Pemilih yang mendapatkan kartu suara yan_e rusak,

berhak untuk menukarkan dengan kartu suara yang

tidak rusak kepada P4KD.

Pasal 35

( l) Ketua dan Sekretaris P4KD. para calon serta

para saksi menandatangani Berita Acara

pemungutan suara setelah selesainya pelaksanaan

pemungutan suara dan menandatangani Berita

Acara Penghitungan Suara, setelah

diumurnkannya hasil penghitungan suara.

(

\
I
1

t

(l)

(2)

l
I(3)

(4)
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(2) Dalam halterjadiprotes baik dariCalon maupun

qpksi untuk mengulangi penghitungan suara'

sedangkan dari hasil musyawarah P4KD

waktunya sudah tidak memungkinkan' maka

seluruh kartu suara, sur'at-surat suara dan/atau

data yang berkaitan dengan pelaksanaan

pemungutan dan penghitungan suara dimasukkan

dalam kotak suala-

Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) disegel. diamankan di Kantor Kecamatan

dengan dikawal oleh para saksi dan anggota

P4KD.

(4) Penghitungan suara ulangan dilaksanakan hari

berikutnya di Desa atau Kecamatan oleh P4KD'

yang hasilnya dituangkan dalam Belita Acara'

(5) Apabila P4KD tidak merrunekinkan

ntelaksanakan penghitungan ulang' maka

pelaksanaan penghitungan ulang di lakr-rkan oleh

Camat atas persetujuan P5KD disaksikan oleh

Muspika, para calon dan saksi yang hasilnya

clituangkan dalam Berita Acara'

(6) Apabila dalam pelaksanaan pen-ehitungan suara

ylangan ternyata ada calon atau saksi yang tidak

mau menandatangani BeritaAcara tersebut, maka

dianggap telah mengakui sahnya pilkades'

BAB X

NIEKANISME PENGADUAN

DAN PENYELESAIAN NIASALAH

Pasal 36

Calon kades. saksi dan semua warga desa yan-t

mempunvai hak pilih dapat men-eadukan atas

kesalahan dan penyimpangan dalam proses

pengisian jabatan kepala desa.

Pengaduan atas kesalahan dan penyimpangan

seba-eaimana dimaksud pada ayat ( I ) hams

disampaikan kepada P4KD dengan tembusan

camat dan P5KD. sesuai dengan tahapan

pen-eisian jabatan kepala desa.

Tahapan pengisian jabatan kades sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

a. Tahap Penjaringan

b. Tahap Penyaringan

c. Tahap Kampanye

d. Tahap Pemungutan suara

e. Tahap Penghitungan suara

(l)

I,

,11

{
l

(3)

(2)

(3)
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f. Tahap Pengumuman hasil penghitungan

suara
rl

(4)Pengaduanataskesalahandanpenyimpangan

sebagaimana dimaksgd pada ayat (l) harus ]

disarnpaikan secara tertulis paling lambat

sebelutn tahapan pengisian jabatan kepala desa

berikutnya dimulai. i

Pasal 37

( I ) Tindak lanjut dan penyelesaian atas pengaduan

yang disampaikan oleh calon kades' saksi dan

warga desa yang mempunyai hak pilih

dilaksanakan secara bertingkat oleh P4KD' camat

dan P5KD.

(2) P4KD, camat dan P5KD menindaklaniuti

pengaduan yan-e clisampaikan sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Pasal 36 ayat (2)'

(3) dan (4).

(3) Pengaduan yang tidak dapat diselesaikan oleh

P4KD, camat dan P5KD, apabila mengandung

unsLrr pidana diselesaikan di Pengadilan Negeri

Kendal.
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BAB XI

PENETAPAN CALON TERPILIH

Bagian Kesatu

Penetapan Hasil Pemungutan Suara

Pasal 38

( l) P4KD melaporkan hasil pemun,sutan dan

penghitungan suara kepada BPD paling lama

I (satu) hari setelah pelaksanaan pemungutan

dan penghitungan suara, dengan dilampiri berita

acara hasil pemunglltan suara dan berita acara

penghitungan suara.

(2) Atas dasar laporan P4KD seba-eaimana dimaksud

pada ayat ( I ), BPD menyusun keputusan tentang

Penetapan Calon Kades Terpilih.

Bagian Kedua

Pemilihan ulang

Pasal 39

Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalanr Pasal

3l Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor l3

Tahun 2006 di I aksanakan tanpa memperh i tu n gkan

prosentase jumlah pemilih yang hadir.
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Bagian Ketiga

Penundaan dan Tata Cara

Pelaksanaan Pemilihan Ulang

Pasal 40

Apabila dalam pemilihan ulang, ada seoran-q atau

lebih calon kades yang memperoleh suara tsrbanyak

yang sama mengundurkan diri sehingga tinggal I

(satu) calon, maka calon yang tidak men-eundurkan

diri dinyatakan sebagai calon kades terpilih.

Pasal 4l

Apabila dalarn pemilihan ulang. semua calon kades

yang memperoleh suara terbanyak yang sama

mengundur-kan diri, pilkades ditunda selama-lamanya

I (satu) tahun.

BAB XII

PENGESAHAN PENGANGKATAN

Pasal42

BPD mengusulkan secara tertulis kepada Bupati

perihal pengangkatan Calon Kades Terpilih untuk

ditetapkan menjadi Kades di Desa yan-e bersangkutan,

paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak laporan

diterima dari P4KD.
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Pasal 43

Batas waktu pengesahan pengangkatan calon kades

teqpilih dapat menyimpang dari ketentuan yang diatur
dalam Pasal 36 ayar (2) Peraturan Daerah Kabupaten

Kendal Nomor l3 Tahun 2006, apabila dinyatakan
oleh putusan pengadilan yang belum atau sudah

mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa calon kades

terpilih agar ditunda/dibatalkan pengangkatannya.

BAB XIII

TATA CARA PELANTIKAN

Pasal 44

Pelantikan kades disaksikan oleh paling sedikit I

(satu) orang unsur pinrpinan BPD dan I (satu) orang

unsur pimpinan P4KD.

Pasal 45

Batas waktu pelantikan kades terpilih dapat

menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam pasal

37 ayat ( l) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal
Nomor l3 Tahun 2006, apabila dinyatakan oleh
putusan pengadilan yan,s belum atau sudah
mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa calon kades

terpilih agar ditunda/dibatalkan pelantikannya.
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Bagian Ketiga

rl Penundaan dan Tata Cara

Pelaksanaan Pemilihan Ulang

Pasal 40

Apabila dalam pemilihan ulan-e, ada seoran-s atau

lebih cilon kades yang memperoleh suara terbanyak

yang sama mengundurkan diri sehingga tinggal I

(satu) calon, maka calon yang tidak mengundurkan

ciiri ciinyatakan sebagai calon kades terpilih.

Pasal 41

Apabila dalarn pemilihan ulang, semua calon kades

yang memperoleh suara terbanyak yang sama

mengundurkan diri, pi lkades ditunda sel ama-lamanya

1 (satu) tahun.

BAB XII

PENGESAHAN PENGANGKATAN

Pasal42

BPD mengusulkan secara tertulis kepada Bupati

perihal pengangkatan Calon Kades Terpilih untuk

ditetapkan rnenjadi Kades di Desa yan-e bersangkutan,

paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak laporan

diterima dari P4KD.

43

Pasal 43

Batas waktu pengesahan pengangkatan calon kades

teryilih dapat menyimpang dari ketentuan yang diatur

dalarn Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten

Kendal Nomor l3 Tahun 2006, apabila dinyatakan

oleh pLttusan pengadilan yan.e belurn atau sudah

mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa calon kades

terpi lih agar ditunda/dibatal kan pengangkarannya.

BAB XIII

TATA CARA PELANTIKAN

Pasal 44

Pelantikan kades disaksikan oleh palin_e sedikit I

(satu) orang unsur pimpinan BPD dan I (satu) orang

unsur pimpinan P4KD.

Pasal 45

Batas waktu pelantikan kades terpilih dapat

menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Pasal

37 ayat ( l) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal

Nomor l3 Tahun 2006, apabila dinyatakan oleh

putusan pengadilan yan_e belum atall sudah

mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa calon kades

terpi I ih agar di tunda/dibatal kan pelanti kannya.
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BAB XIV

't rnwnJIBAN DAN HAK KADES

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban

sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan 39 ayat ( I )

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor l3 Tahun

2006, Kades harus bertindak adil dan tidak

diskriminatif.

Pasal 47

( I ) Kades menyampaikan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa kepada Bupati lewat Camat

paling lambat 3 (tiga)bulan setelah berakhirnya

tahun anggaran.

(2) Kades menyanlpaikan Laporan Keterangan

Pertan ggr-r n gj awaban kepada B PD pal i n g I ambat

3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan laporan semua kegiatan desa

berdasarkan kewerrangan desa yang ada serta

tLrgas-tugas dan keuan_9an dari pemerintah,

pemerintah provinsi. pemerintah daerah.

(4) Keterangan pertang-sungjawaban sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) rnerupakan keterangan

I
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seluruh proses pelaksanaan peraturan_peraturan

desa termasuk APBDes.

(5) Kades menginformasikan laporan per_

tanggungjawaban pemerintahan desa kepacla

masyarakat palin-e lanibat 3 (ti-ea) bulan setelah
berakh i rnva tahu n an-g_saran.

(6) Informasi yan_q clisanrpaikan dalarn laporarr
pertan ggungj awaban pemeri ntahan desa kepada
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) berupa pokok-pokok kegiaran yan-s
dilaksanakan pemerintah desa.

(7) Kades menyantpaikan laporan akhir masajabatan

kepada Bupari melalui Camat dan kepada BpD
paling lambar 3 ( tiga ) bulan sebelum
berakhirnya masa jabatan.

(8) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada

BPD seba-eaimana dimaksud pada ayar (2)
disampaikan I (satu) kali dalam I (satu) tahun
dalam musyawarah BpD.

(9) Dalam musyawarah BPD sebagaimana dimaksud
pada ayar (8), BpD dapat mengajukan
pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan
keterangan pertanggungjawaban Kades terapi
tidak dalam kapasitas menerima atau menolak
laporan keterangan tersebut.
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( l0) Laporan akhir penyelenggaraan Pemerintahan BAB XV
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
digunakan oleh Bupati sebagai dasar meiakukan SANKSI PELANGGARAN

evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa

dan sebagai bahan pembinaan berupapemberian J Pasal 49

sanksi/penghargaan kepada Kades yang tl) pemberian hukuman disiplin ringan berupa
bersangkutan. I teguran tenulis atau pernyataan tidak puas secara

pasal 4E rertulis dapat diberikan sebanyak 2 (dua) kali, r
yaitu:

(l) Kades berhak untuk mendapalkan cuti.
a. Teguran tertulis penama dan teguran tertulis

(2) Cuti bagi Kades terdiri dari ; kedua'

a. Cuti tahunan sebanyak l2 ( dua belas ) hari b. Pemyataan tidak puas secara tertulis penama

per tahun. dan pemyataan tidak puas secara tertulis
kedua.

b. Cuti untuk menunaikan ibadah haji paling

lama 2 (dua) bulan. {2) Pemberian teguran tertulis pertama dan

pernyataan tidak puas secara tertulis pertama
(3) Waktu pengambilan cuti bagi Kades paling lama ' ,"bagaimana sebagaimana dimaksud ayal (l)

6 (enam ) hari berturut{urut- diberikan kepada kades dalam hal :

l

(4) Cuti sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a. tidak masuk kerja paling sedikit 5 (lima)
a diberikan oleh camat atas nama Bupati harikerja berrurut-lurut tanpa izin t€rtulis.
berdasarkan permohonan tertulis dari Kades.

b. Tidak melaksanakan tugas kedinasan yang
(5) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf diberikan oleh bupati dan /arau tidak

6 diberikAn oleh Bupati atas dasar permohoian melaksanakan tugas dan kewajiban yang
tertulis dari Kades kepada Bupati lewat Camat- melekat padajabalannya.
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c. Melanggar larangan sebagaimana tersebut

dalam Pasal 42 huruf e,g dan h Peraturan
d Daerah Kabupaten Kendal Nomor l3 Tahun

2006.

d. Melaksanakan hasil pemeriksaan aparat

pengawas fungsional.

(3) Pemberian teguran tertulis keduidan pernyaraan

tidak puas secara tertulis kedua sebagaimana

dimaksud pada ayat ( l) diberikan kepada kades

dalam hal :

a. Dalam waktu I (satu) bulan terhitung sejak

diterimanya teguran tertulis pertama atau

pemyataan tidak puas secara tertulis pertama,

kades yan-s bersangkutan tidak

mengindahkan pemberian teguran tertulis

pertama atau pernyataan tidak puas secara

tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada

ayat(l).

b. Telah mendapat teguran tertulis pertama

atau pernyataan tidak puas secara tertulis

pertama sebanyak 3 (tiga) kali.

Pasal 50

Hukuman disiplin sedang diberikan kepada kades

dalam hal :

b.

rl-
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Dalarl waktu I (satu ) bulan terhitun-u se.jak

clite rirla tcguran tertulis kedua ataLl pernvataan

tidek puas sccara tertulis ke dua. kaclcs 1,an_l

hcrsirrr gkutan ticiak nrctr si ndali karr pentbct'i lrr

tesuran tertulis kedua atau pernyataan ticlak

puas sccaril tertulis kedua sebagainrana dinraksud

al,ar ( I )

Tc-lah nrendapat teguran tertulis kedua atau

pernyataan tidak puas secara tertulis kedua

sebanyak 3 (tiga) kali.

Mc'laksanakan hasil penreriksaan aparat

peusawas funssional.

Di n1'11xL rn bersal alr den gan plrt Lrsan pengadi I an

1'ung tel:rh nrentpLlnvui kekuatan hukunr tetap

atas tindak pidana yan-r diuncant dengan pidana

pe n-jara kr"rrang clari 5 ( linra ) tahun.

Pasal 5l

Hukurlan disiplin berat diberikan kepada kades dalanr

hal :

a. Dalarn waktu I (satu ) bulan terhitung sejak

be'rakhirnya pe nrberian hukumrn disiplin sc'dang.

katies yane ber:;angkutan tidrk nrasuk ker-ja.

b. N4elakLrkan tinciakan yiin-q santl den_9an hal yarre

d
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diiadikan dasar penrberian hukurnan disiplin

sedang dalarn nrasa penrberhentian sementara.

Telah menclapat hukuntan disiplin sedang

sebanyak 3 (tiga) kali.

Melaksanakan hasil perneriksitan aparat

pengawas fun-esional.
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tugas kades, Bupati

atas usul Camat.

mengangkat Penjabat Kades

Pasal 54

BPD mengusulkan pernberhentian kades kepada

Bupati lewat Camat palin_e lambat l5 (lirna belas)

hari sebelum masa jabatan kades berakhir.

Apabila sampai den-e;n berakhirnya masa jabatan

kades BPD tidak mengusulkan pemberhentian,

Bupati dapat menetapkan keputusan
pemberhentian tanpa usulan dari BPD.

Pasal 55

Kades diberhentikan karena melanggar larangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayar (2) huruf
f Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor l3
Tahun 2006, dengan mekanisme sebagaimana diatur
dalam Pasal 49, 50. 5 I dan 52.

BAB XVII

PENGANGKATAN PENJABAT KADES
DAN PELAKS.ANA TUGAS HARIAN

Pasal 56

( l) Apabila masa jabatan Penjabat Kades selama

6 ( enam ) bulan seba_eaimana diatur dalam

Pasal48 ayat ( l) Peraturan Daerah Kabupaten

(l)

(2)

d.

e.

(t)

(2)

MeIan-e-ear Iarangan sebagaimani-r dimaksud

dalam Pasal 42 hr"rnrl'a,b.c,d dan f Peraturan

Daerah Kabupaten Kendal Nomor l3 Tahun

2006.

Pasal 52

Hukunrirn disiplin ringan bagi kades sebagaimana

diniaksud pasal 49 ayat ( l) diberikan oleh Camat.

Hukuman disiplin sedang dan hukuman diyiplin

berat bagi kades diberikln oleh BLrpati.

BAI} XVI

PEIVITERHENTIAN KADES

Pa.sal 53

Apabila kacles telah berakhir nrasa jabatannya te tupi

pejabat barur belurtt clilantik. nr;tka kades

di berhen tikan, scdangkarn u ntuk ntel aksanakatt tu qiIS-
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Kendal Nomor l3 Tahun 2006 telah berakhir

tetapi belum dilantik Kades baru, masa jabatan

Penjabat Kades diperpanjang sampai dengan

dilantik Kades baru secara bertahap, masing-

masing tahap perpanjangan paling lama 6 (enam)

bulan, den-ean memperhatikan usulan camat.

Apabila masa jabatan Penjabat Kades selama

6 ( enam ) bulan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 53 Peraturan ini telah berakhir tetapi belum

dilantik Kades baru, masajabatan Penjabat Kades

diperpanjang sampai dengan dilantik Kades baru

secara bertahap, masing-masing tahap

peryanjangan paling lama 6 (enam) bulan, den_ean

memperhatikan usr.rlan camat.

Pasal 57

Yang diusulkan dalam peryanjangan masa jabatan

Penjabat Kades tidak harus Penjabat Kades

sebe lumnya.

Seseorang dapat diangkat sebagai Penjabat Kades

paling lama I (satu) tahun.

Pasal 58

Hak Penjabat Kades atas penghasilan tetap diberikan

seb'esar 507o (lima puluh persen) dari penghasilan

tetap Kades.
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(2)

(l)L/

(2\

( l).

(2).

Pasal 59

Apabila Kades melaksanakan cuti menunaikan

ibadah haji atau kepentingan kedinasan lain

sekuran-e-kurangnya I ( satu ) bulan, Bupati

menunjuk Pelaksana Tugas Harian Kades.

Yang dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas

Harian Kades adalah Perangkat Desa, diutamakan

Sekretaris Desa.

BAB XVIII

IZIN PERCERAIAN

Pasal 60

Kades yan-e akan melaksanakan perceraian harus

mengajukan permohonan izin cerai secara tertulis

kepada Bupati lewat Camat.

Berdasarkan permohonan izin cerai dari Kades,

Bupati dapat memberikan persetujuan izin cerai

dengan mempertimbangan hasil pembinaan oleh

Bupati dan rekomendasi dari Badan Penasehat

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

(l)

(2\
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-54-

BAB XIX

TUGAS CAMAT DAN PsKD

Pasal 61

Tugas Camat r"bugui*una dimaksud dalam Pasal

52 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal

Nomor l3 Tahun 2006 adalah sebagai berikut:

a. Menandatangani DPT;

b. Memantau seluruh proses pengisian jabatan

Kepala Desa:

c. Menelitiberkas Balon sebelum disampaikan

kepada P5KD;

d. Menghitung hasil pemungutan suara dalam

penghitungan ulang atas persetujuan P5KD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat

(5);

e. Menyelesaikan permasalahan dalam proses

pengisian jabatan Kepala Desa yang tidak

dapat diselesaikan oleh P4KD:

f. Menginventarisir dan melaporkan

permasalahan dalam proses pengisian

jabatan Kepala Desa. baik yang telah dapat

diselesaikan maupun yang belum dapat
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diselesaikan oleh Camat kepada P5KD:

-9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang

diberikan oleh Bupati.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (l). Camat melibarkan

IMusyawarah Pimpinan Kecamatan dan dapat

membentuk Pdnitia Tingkat Kecamatan.

(3) Camat melaporkan hasil pelaksanaan tu-qas

sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) kepada

Bupati.

Pasal62

Susunan keanggotaan P5KD ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

Pasal 63

Tugas P5KD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

52 ayat (2) Peraturan Daerah Kabr"rpaten Kendal

Nomor l3 Tahun 2006, diatur sebagai berikut :

a. Melaksanakan sosialisasi pengisian jabatan

kades.

b. Mengadakan pengawasan dan pengendalian

terh adap pel aksan aan pendaftaran. pe nj ari n gan

dan penyaringan.
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f.

c.

d.
rl

e.

J.

k.
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Mengadakan penelitian berkas balon kades'

Membuat belita acara hasil penelitian berkas

balon kades.

Menyampaikan berita acara hasil penelitian

berkas balon kades kepada P4KD lewat Camat'

Mengadakan pengawasan dan pengendalian

terhadap pelaksanaan penyampaian visi dan misi

balon kades.

Mengadakan pengawasan dan pengendalian

terhadap penetapan balon kades dan penetapan

calon kades.

Mengadakan pengawasan dan pengendalian

terhadap pelaksanaan pemungutan suara'

Mengadakan pengawasan dan pengendalian

terhadap pelaksanaan penghitungan suara'

Mengadakan evaluasi terhadap pelak:'anaan

pendaftaran, penjaringan dan penyaringan'

Memberikan saran, masukan dan arahan kepada

P4KD dalam menyelesaikan masalah dalam

penyelenggaraan pengisian jabatan kades'

Memfasilitasi penyelesaian masalah

penyelenggaraan pengisian jabatan kades yang

tidak dapat diselesaikan oleh P4KD dan Camat'

BAB XXI

KETENTUAN LAIN.LAIN

Pasal 64

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor l3

Tahun 2006 tentang Tata Cara Penrilihan, Pencalonan,

Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala

Desa serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa

di Kabupaten Kendal yang telah diundangkan dalam

l.embaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006

Nomor l3 Seri E No-8, dinyatakan berlaku'

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka

Keputusan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2004

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kabupaten Kendal Nomor l5 Tahun 2000 tentang

Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan

Pemberhentian Kepala Desa. yang telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor

10 Tahun 2002 dan Peraturan Daerah Kabupaten

Kendal Nomor 7 Tahun 2004 (Berita Daerah

ob'

h.

l.
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Kabupaten Kendal Tahun 2004 Nomor 25 Seri E

No.l9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
fl

Pasal 66

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati

ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan di desa,

diatur oleh desa yang bersangkutan.

Pasal 67

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan

penempatannya ilalam Berita Daerah Kabupaten

Kendal.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 2 Juli200l

BUPATI KENDAL

WAKIL BUPATI

Cap ttd.

SITI NURMARKBSI
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Diundangkan di Kendal

Pada tanggal : 2 Juli 200"

SEKRBTARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL

Cap ttd

KARDANI ISWANTAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2OO7

NOMOR :71 SERI : E NO. : 37

I

i
1

i
1

\
\
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PENJELASAN

{ ATAS

PERATUR,AN BUPAT'I KENDAI,
NOMOR 71 TAHUN 2OO7

TENTANC

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATLTRAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL NO1VIOR 13 TAHUN 2006

TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN,

PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA SER'TA PENGANGKAI-AN PENJABAT

KEPAI,A DESA DI KAI}UPATEN KIiNDAL

U\IUN,I

Dengan telah diundangkannya Peraturan Dzierah Kabupaten

Kenclal Nomor l3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,

Pencalonan. Pengangkaran, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala

Desa serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Kendal,

miika untuk pelaksanaan Pera.turan Daerah tersebut perlu diatur

nrengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor

l3 Tahun 2006 te ntang Tata Cara Pemilihan, Pencarlo.nan,

Pengangkatarn, Pelantikan clan Pember-hentian Kepala Desa serta

Perrgangkatan Pcnjirbat Kepala Desa di K:.lbupaten Kendal, clen_qan

Pertturan Bupati.

I.

II.
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Di samping itu, di dalam Pasal 56 Peraturan Daerah

Kabupaten Kendal Nomor l3 Tahun 2006, ditegaskan bahwa Peraturan

Daerah tersebut diberlakukan paling lambat I (satu) tahun sejak

tanggal diundan-ekan. OIeh karena itu. untuk memberlakukan

Peraturan Daerah tersebut. perlu diterbitkan Peraturan Bupati Kendal

tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.

Di dalam Pe raturan Bupati ini. secara tegas dinyatakan

bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan

Daerah Kabupaten Kendal Nomor l3 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan

Pemberhentian Kepala Desa serta Pengangkatan Penjabat Kepala

Desa di Kabupaten Kendal yang telah diundangkan dalant Lemberran

Daerah Kabupaten Kendal 2006 Nomor l3 Seri E No.8- drnyatakan

berlaku. Hal ini dikandun-s maksud bahwa den-{an adanya ketentuan

ini, maka Peraturan Daelah Kabupaten Kendal Nomor l3 Tahun

2006 tersebut secara legal formal berlaku secara efektif di Kabupaten

Kendal dan bersifat mengikat kepada seluruh komponen masyarakat

Kabupaten Kendal, meskipun Peraturan Daerah Kabupaten Kendal

Nomor l3 Tahun 2006 tersebr.rt belum genap I (satu) tahun sejak

diundangkan.

PASAL DEMI PASAL

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

Pasal I

Pasal 2

Pasal 3



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

27

28

29

30

3l

32

33

34

35

36

37

38

39

40

4l

42

43

-&

Cukup jelas.

Culqup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jela,s.

Cukup jelas'.

Cukup jelas.

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 41

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pasal -51

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56

Pasal 57

Pasal 58

Pasal 59

Pasal 60
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Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.:

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.



Pasal 6 I

Pasal 62

Pasal 63

Pasal 64

Pasal 65,

Pasal 66

Pasal 61
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Cukup jelas.

Qukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

tangan dibawah ini :

l. Narna

iabatan

2. Nama

Jabatan

3. Nama

Jabatan

4. Nama

Jabltan

5. Nama

Jabatan

6. Nama

Jabatan

1. Nama

Jabatan

8. Nama

Jabatan
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Lampiran I : Peraturan Bupati Kendal

Nomor : 7l Tahun 2007

Tanggal : 2Juli20Ol

Pada hari ini ..................... tan.egal '.".'... tahun yang bertanda

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR I5

Sekretaris P4KD Desa .............. Kecamatan

Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa

Saksi

Saksi

9. Dan setentsnya

Telah mengikuti dan mengamati pelaksanaan pemungutan suara, yang hasilnya disimpulkan

sebagai berikut :

L Pelaksanaan pemungutm suaru dalam pernilihan kepala desa di Desa ..............

Kecamatan .-.........-............. Kabupaten Kendal yang berlangsung pada tang-ual """""
bulan ..............:....... tahun ............... telah berlangsung den-ean baik sesuai dengan

ketentuan peratulan pemndang-undangan yang berlaku'

BERITAACARA

?. Btrini Acuru
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Telah mengikuti dar mengamai plaksanaan pnghitungan suar4 yang hasilnya disimpulkan PANnA PENCALONAN DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALADESA

sebagai baikut :

l. Pelakanaan penghirungnn suan dalam p€milihan kepala desa di De,u............................ KETUA SEKRETARIS

Kccamalan ........................... Kahupalen Kendal yalg bedangsung pada langgal ........... I
bulan ....-................. tahun ............... telah hrlangsung dengan baik sesuai dengnn I

ketentuan peraturan perundang-undan.ean yan.s berlakr. den.qan hasil sebagai berikut : {
a. Calon Kades atas nama Sdr. /gambar................. mendapat : .......... Suara

b. Calon Kades atas nama Sdr. /gambar................. mendapat : .......... Suara

c. Calon Kades atas nama Sdr. ................... /gambar................. mendapat : .......... Suara

2. Jumlah hak pilih : ................... omns

Jumlah yan-e hadir dan menggunakan hak pilih : ................... orang

3. Jumlah kaftu suara yan.r dinyatakan rusak : .......................... oran_q

Jumlah kartu suara yan.s dinyatakan blanko : ........................ oran,q

4. Dalam pelaksanaan penghitunsan suara hasil pemungutan suara dimaksud tidak terdapat

hal-hal yan-u bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Kendal Nomor I 3 Tahun 2006 dan petunjuk pelaksanaannya.

5. Pelaksanaan penghitungan suara disaksikan oleh para pemilih.

6. Dalam pelaksanaan penehitungan suara sampai dengan selesai diumumkan hasil
penghitungan suara tidak ada protes / sanggahan baik dari calon atau saksi.

1 . Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yan-r berlaku dalam hal

menyatakan keterangan yang tidak sesuai den.ean kenyataan.

8. Hasil penghitungan suara pelaksanaan pilkades dinyatakan sah.

Demikian Berita Acaia ini dibuat den.Qan sebenar-benarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Pnnitiu Pencuknum ....

CALON KEPALA DESA

CALON KEPALADESA

CALON KEPALA DESA

KEPALA DESA
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MENGETAHUI:

SAKSI

SAKSI

SAKSI

KETUA BPD


